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Abstrak 
Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu jenis perjanjian yang sering ditemui yaitu perjanjian baku yang cenderung memberatkan salah satu pihak yaitu konsumen seperti yang terdapat pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada Pasal 3 angka 3  perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan  ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 3 angka 3  perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut telah mencantumkan klausula berupa perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
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Abstract

Based on Article 1313 of the Civil Code (KUHPerdata), an agreement is an act whereby one or more people bind themselves to one or more other people. One type of agreement that is often encountered is a standard agreement that tends to be burdensome to one of the parties, namely the consumer, as stated in Article 3 point 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement. The purpose of this study is to analyze the conflict of norms contained in Article 3 point 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement with the provision of standard clauses contained in Article 18 paragraph (1) Letter g of the Consumer Protection Law and Article 22 paragraph (3) Letter f Financial Services Authority Regulation Number: 1 / POJK.07 / 2013 Regarding Consumer Protection in the Financial Services Sector as well as analyzing the forms of legal remedies that can be taken by consumers as debtors regarding the inclusion of standard clauses regarding unilateral changes based on positive law in Indonesia. This research uses normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study state that Article 3 number 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement is not in accordance with Article 18 paragraph (1) Letter g of the Consumer Protection Law and Article 22 paragraph (3) Letter f of the Financial Services Authority Regulation Number: 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector because the consumer financing credit agreement has included clauses in the form of unilateral changes by business actors, and legal remedies that can be taken by consumers, namely through litigation and non-litigation channels.
Keywords : agreement, standard agreement, consumer, business actor
PENDAHULUAN 
Pada masa kini segala kebutuhan yang di perlukan telah berkembang secara merata dan dapat 
dikatakan sebagai era globalisasi atau biasa dikenal dengan era modern dimana semua telah berkembang pada masa kini terutama dalam bidang teknologi . Pengertian mengenai globalisasi  yaitu sebagai berikut :
“Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya“ (Hutomo 2020). 
Pada era yang modern ini kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen menjadi semakin tinggi salah satunya yaitu kebutuhan akan transportasi seperti pesawat, sepeda motor dan mobil karena sangat diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari. 
Pemenuhan akan kebutuhan transportasi seperti sepeda motor dan mobil  saat ini sudah menjadi suatu hal yang wajar akibat tingginya keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Keterbatasan dana yang dimiliki juga bukan menjadi suatu masalah yang besar, karena pada masa kini sudah terdapat peminjaman dana yang dapat diperoleh untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Pemenuhan akan dana yang dibutuhkan oleh konsumen ini dapat diperoleh melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. 
Pada kenyataannya lembaga keuangan bank ini dirasakan belum cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri (Fuady 2002). Akibat dari keterbatasan lembaga keuangan bank untuk menanggulangi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh konsumen maka muncullah suatu lembaga keuangan selain perbankan yang dinilai  lebih fleksibel dan moderat dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan (Prasetyawati 2013). Munculnya lembaga keuangan bukan bank itulah yang dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen sebagai sumber pembiayaan alternatif atas barang yang dibutuhkannya. 
Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1  Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan) :

“Lembaga pembiayaan adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan   pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. 

Lembaga pembiayaan meliputi berbagai jenis salah satunya yaitu Perusahaan Pembiayaan yang khusus didirikan untuk Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan Usaha Kartu Kredit (Siombo 2019).

Salah satu jenis usaha pembiayaan yang sering ditawarkan serta berperan aktif dalam membantu menyediakan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu pembiayaan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan :

“Pembiayaan konsumen (consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Perusahaan pembiayaan di Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen salah satunya yaitu PT. BCA Finance yang terfokus pada pembiayaan kendaraan roda empat atau lebih (Lawadi et al. 2016)
Pada praktiknya pembiayaan konsumen memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhannya secara cepat sehingga disukai oleh konsumen. Prosedur yang diberikan juga relatif tidak sulit, melalui instrument perjanjian pembiayaan konsumen dalam sekejap konsumen dapat segera memiliki kendaraan yang diinginkan (Tobing 2017).  Namun, tidak dipungkiri dalam praktiknya juga terdapat resiko yang tinggi baik bagi konsumen maupun bagi lembaga pembiayaan konsumen itu sendiri. Salah satu resiko yang terjadi yaitu macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen (Fuady 2002). Dalam membantu memenuhi kebutuhan yang akan dimiliki, konsumen dapat mengajukan kredit pada lembaga pembiayaan yang lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen. 
Interaksi ekonomi yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh pihak debitur selaku konsumen tertuang dalam suatu bentuk perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  
Suatu perjanjian juga dapat dinamakan sebagai suatu persetujuan yang artinya kedua belah pihak setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal yang telah mereka perjanjikan (Subekti 2002). Para pihak yang akan membuat suatu perjanjian tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Ada berbagai macam jenis perjanjian yang berhubungan dengan interaksi ekonomi yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha yaitu perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hutang-piutang, perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar dan sebagainya. Salah satu jenis perjanjian yang sering dijumpai yaitu perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen yang dibuat secara tertulis dalam bentuk baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya terlebih dahulu. Perjanjian baku sendiri dapat dikenal dengan istilah standart contract (Suharnoko 2015).

Ketentuan yang terdapat pada perjanjian baku disebut sebagai klausula baku (standardized clause). Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menegaskan tentang pengertian dari klausula baku yang berbunyi :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen perjanjian baku yang memuat klausula-klausula baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha ini sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi oleh konsumen.
Klausul yang terdapat dalam suatu perjanjian tersebut mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan) yang memberatkan salah satu pihak. Hal tersebutlah yang membuat posisi konsumen relatif berada dibawah posisi pelaku usaha (Satory 2015). Oleh sebab itu, isi dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak seharusnya mewadahi kepentingan-kepentingan para pihak (Muaziz and Busro 2015).
Menurut ahli hukum Indonesia Mariam Darus Badrulzaman menyimpulkan bahwa :

“Perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian standar ini selain bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, bertentangan pula dengan asas konsensualismedimana ciri-ciri dari perjanjian baku telah meniadakan meniadakan asas konsensual, serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitur karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang terkandung dalam Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)” (Harmain 2019).  
Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan oleh adanya asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. 
Kesepakatan tersebut terjadi karena timbul dari hasil negosiasi diantara para pihak yang membuat perjanjian. Proses semacam itu tidak ditemukan di dalam perjanjian baku, karena dalam perjanjian baku hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi isi atau syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha (Prasnowo and Badriyah 2019). Selain asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, perjanjian baku juga tidak mencerminkan asas keseimbangan. Hal tersebut diakibatkan karena kedudukan pelaku usaha cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan konsumen.
Ketentuan lain yang mengatur mengenai hal yang dilarang untuk dicantumkan dalam klausula baku juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : 

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau megurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.
Dengan adanya peraturan tersebut dapat membuat kedudukan yang setara bagi pihak konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 
Pada praktiknya perusahaan pembiayaan telah menyediakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk baku. Seperti perjanjian pembiayaan yang digunakan baik dalam rangka pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, pembelian apartement atau property lain (Siombo 2019). Perjanjian baku yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance. Perjanjian yang dibuat oleh PT. BCA Finance ini berbentuk perjanjian baku yang artinya isi perjanjian di dalamnya telah disusun secara sepihak oleh perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat menerapkan kebijakan take it or leave it (Faradinna Arini 2013). 
Klausula baku yang terdapat dalam perjanjian  kredit pembiayaan konsumen BCA Finance mengatur mengenai beberapa hal yaitu mengenai persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, tujuan penggunaan dan sumber dana pembiayaan, bunga dan ketentuan-ketentuan lainnya. Pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance terdapat klausula baku pada Pasal 3 angka 3 yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan).
Klausula baku pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang menyatakan adanya pertentangan yaitu sebagai berikut:
“Kreditor berhak untuk merubah besarnya suku  bunga yang berlaku ataupun merubah cara perhitungan dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut:

a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuiditas Kreditor;

b. Meningkatnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara Fasilitas Pembiayaan, sehingga menyebabkan Kreditor tidak dapat mempertahankan pemberian Fasilitas Pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintah”.
Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:


a, b, c, d,… Dan seterusnya f.

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha  dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.

Selain bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan yang terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance juga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi :
“1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2)
Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

3) Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen dilarang :

a. b, c, d, …. Dan seterusnya e.

 f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.

Hal tersebut menunjukkan adanya konflik norma karena terdapat pertentangan antara ketentuan yang terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Perjanjian baku pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya meskipun harus di akui klausul yang terdapat pada perjanjian baku  tersebut banyak mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang kepada pihak lawannya (Zulham 2017). Penelitian mengenai perjanjian baku ini menarik untuk diteliti karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali konsumen yang terlibat dalam transaksi bisnis menggunakan perjanjian baku. 
Dalam praktiknya kedudukan konsumen sering terabaikan dalam suatu perjanjian yang berbentuk baku sehingga tidak berdaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melindungi haknya. Seperti klausul yang akan diteliti kedudukan konsumen menjadi tidak seimbang dengan pelaku usaha, dimana konsumen harus setuju akan perubahan suku bunga dan cara perhitungannya yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Jika suku bunga tersebut mengalami perubahan kenaikan yang dirubah secara sepihak oleh pelaku usaha maka konsumen hanya dapat menyetujuinya. Namun sebaliknya dari sisi pelaku usaha perubahan tersebut harus dilakukan, apabila tidak dilakukan maka terdapat kerugian yang akan diderita oleh pelaku usaha itu sendiri seperti pada masa krisis moneter.   
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan  ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance berdasarkan hukum positif di Indonesia.
Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :
1) Apakah pencantuman Klausula Baku pada Pasal 3 angka 3 Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance berdasarkan hukum positif di Indonesia?
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian  hukum yuridis normatif. Isu hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu konflik norma dimana suatu norma telah dibuat namun bertentangan atau tidak sesuai dengan norma yang lain (Ibrahim 2007). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) yang dilakukan dengan cara menelaah produk-produk hukum, teori-teori, doktrin, pendapat para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti dan pendekatan perundang-undangan (statute approach ) yang menjadi titik fokus penelitian dengan menggunakan legalisasi dan regulasi (Marzuki 2005). 
Bahan hukum yang digunakan oleh penelitian ini adalah bahan hukum  primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan, yaitu literatur hukum, jurnal hukum, dan makalah hukum (Soekanto and Mamudji 2009). 
Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka berfikir menggunakan bahan hukum serta teori hukum yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif (Fajar 2009). 
Teknik analisis bahan hukum disini dengan melakukan kegiatan penelitian yang mengkaji dan menelaah terhadap hasil pengelolaan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) seperti membaca, menelaah, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Klausula Baku Pada Pasal 3 Angka 3 Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance Terhadap Ketentuan Yang Terdapat Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Konsep perjanjian menurut para ahli memiliki gaya bahasa yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Menurut Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seorang yang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan” (Subekti 2002).

 
Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Apabila merujuk pada bunyi pasal diatas, interaksi ekonomi antara konsumen dalam mengajukan kredit pada perusahaan pembiayaan konsumen BCA Finance telah tertuang dalam suatu perjanjian yang berbentuk baku. Ketika konsumen mengajukan kreditnya dan setuju akan semua klausul yang tertuang didalamnya maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihaknya. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian pembiayaan pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk baku oleh kreditur baik perjanjian yang dibuat oleh lembaga perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku sendiri telah diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen selaku debitur yang mengajukan kredit pada lembaga pembiayaan cenderung hanya dapat menerima klausul-klausul yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak kreditur tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap isi perjanjian tersebut (Wirnani 2015).

Perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang akan diteliti ini juga sama dengan perjanjian pembiayaan pada umumnya dimana bentuk perjanjiannya yaitu baku. Salah satu klausul yang akan diteliti pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yaitu mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yaitu sebagai berikut :

“Kreditor berhak untuk merubah besarnya suku  bunga yang berlaku ataupun merubah cara perhitungan dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut:

a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuiditas Kreditor;
b. Meningkatnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara Fasilitas Pembiayaan, sehingga menyebabkan Kreditor tidak dapat mempertahankan pemberian Fasilitas Pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintah”.
Ketentuan mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa perubahan sendiri telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:


a, b, c, d,… Dan seterusnya f.

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha  dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.

Serta telah diatur pada Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi :

“1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2)
Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

3) Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen dilarang :

a. b, c, d, …. Dan seterusnya e.

 f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.
Apabila mengacu pada pasal diatas maka secara jelas bahwa dalam Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk merubah suku bunga dan cara perhitungannya tanpa melibatkan pihak konsumen telah bertentangan dengan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketidaksesuaian tersebutlah yang menimbulkan suatu perjanjian baku dianggap memiliki kelemahan dimana adanya klausul yang tidak adil dan memberatkan salah satu pihak (Rohaya 2018). 
  Dapat dilihat bahwa kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Konsumen dituntut untuk menyetujui akan perubahan sewaktu-waktu yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha seperti terjadinya peningkatan maupun penurunan mengenai besarnya suku bunga, konsumen hanya bisa menerima atas perubahan secara sepihak tersebut. Hal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya hak dari pihak konsumen yaitu pada Pasal 4 huruf d yang berbunyi: 


“Hak konsumen adalah :


a,b…. Dan seterusnya c.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;”. 
Pada masa pandemi Covid-19 saat ini menjadi keuntungan bagi pihak konsumen yang telah mengajukan kredit pada lembaga pembiayaan dikarenakan tingkatan suku bunga yang rendah membuat beban konsumen menjadi berkurang. Seperti pada contoh kasus yang telah terjadi yaitu PT BCA Finance yang telah memangkas suku bunga kredit mobil seiring dengan dampak pandemi Covid-19 (Rahardyan 2020). Hal tersebut menjadi suatu bentuk keringanan untuk pihak konsumen ketika akan melunasi hutangnya. Namun, apabila dikemudian hari terjadi peningkatan besarnya suku bunga yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha akan membuat konsumen merasa terbebani. Dikarenakan perubahan mengenai kenaikan besarnya suku bunga tersebut dilakukan secara sepihak tanpa dilakukannya kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha. 
Apabila dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, perubahan kenaikan besarnya suku bunga tersebut harus dilakukan apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri atas kelangsungan usahanya. Seperti pada masa krisis moneter pada tahun 1998 yang mengharuskan pelaku usaha untuk menaikkan tingkatan suku bunga. Dimana pada masa krisis moneter pada tahun 1998 suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tenor 1 bulan sempat mencapai 70%/tahun, harga-harga barang yang melonjak serta terjadinya kerusuhan hampir diseluruh wilayah Indonesia yang memicu inflasi lebih dari 70% membuat suku bunga melambung tinggi (Indonesia 2018). 
Pelaku usaha membuat suatu perjanjian baku sendiri untuk mempersingkat waktu dan biaya dikarenakan dalam hubungan bisnis membutuhkan suatu akta perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya maka dengan adanya perjanjian baku tersebut dapat meringankan pelaku usaha dalam hubungan bisnisnya. Hal tersebut juga merupakan upaya bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut yaitu “prinsip mencari keuntungan yang setinggi-tingginya melalui pengorbanan yang sekecil-kecilnya” (Harianto 2016).
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam mengadakan suatu perjanjian dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Kebebasan tersebut juga berlaku untuk menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian dan bebas menentukan isi dalam suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Munculnya perjanjian baku dalam dunia bisnis yang mengakibatkan berpotensinya kedudukan yang tidak seimbang antara para pihaknya yang cenderung pihak yang lebih lemah yaitu konsumen mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak. Semestinya dalam suatu perjanjian para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan isi dalam suatu perjanjian namun dalam perjanjian baku yang menentukan isi dalam perjanjian tersebut hanya salah satu pihaknya saja. 
Ahli hukum Indonesia yaitu Mariam Darus Badrulzaman juga menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (Rohaya 2018). Sedangkan menurut Djumadi berpendapat bahwa proses pembuatan kontrak baku belum seluruhnya memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata terutama menyangkut unsur “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” yang dimaksudkan sepakat disini yaitu mengandung arti bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian telah sepakat yang berarti telah ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing. Namun, meskipun telah ada persesuaian kehendak tetapi sumber klausul hanya berasal dari salah satu pihak saja maka dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kebebasan berkontrak (Bukit, Warka, and Nasution 2018).
Selain asas kebebasan berkontrak, dalam perjanjian baku juga tidak mencerminkan asas keseimbangan. Kedudukan para pihaknya yang menimbulkan ketidakseimbangan. Pelaku usaha cenderung memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. 
Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3. Mengenai suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal;”
Dalam mengadakan suatu perjanjian tentunya harus memenuhi keempat syarat yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan yang mengikat bagi para pihak, kesepakatan tersebut terpenuhi ketika para pihak menyetujui dan mengakui mengenai hal-hal yang tersapat dalam perjanjian itu. Teori yang mendasarinya yaitu teori kehendak, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori kepercayaan (Soenandar et al. 2016). Pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance para pihaknya sepakat dengan adanya bukti tandangan yang melibatkan kedua belah pihak.
 Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana pihak yang melakukan perjanjian merupakan orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat, ketentutan dewasa menurut KUHPerdata yaitu usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Pada perjanjian yang akan diteliti ini para pihak sudah dikatakan dewasa karena seseorang dalam mengajukn kredit harus berusia minimum 21 tahun.

Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu dimana sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian harus jelas dan dibenarkan oleh hukum yang ada. Pada Pasal 1333 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa :
“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Menurut J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (Panggabean 2010). Dalam perjanjian yang akan diteliti objeknya sudah jelas yaitu jasa pembiayaan yang diberikan oleh BCA Finance untuk kendaraan roda empat.


Syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang berarti bahwa perjanjian dibuat harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Para pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang bertentangan dengan norma-norma yang terlah berlaku. Apabila merujuk pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka menurut penulis klausul yang terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tersebut tidak memenuhi syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal. 

Dimana “causa” atau  “sebab” dapat dikatakan halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Maka, dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut batal demi hukum, dalam bahasa inggris dikenal dengan “null and void” sehingga dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.
2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Selaku Debitur Terkait Pencantuman Klausula Baku Tentang Perubahan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang berbunyi :
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebut kedudukan konsumen dapat terlindungi. Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan dengan tingginya laju ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang  merupakan motor penggerak efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dapat secara tidak langsung berdampak pada konsumen. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen tersebutlah yang memberikan suatu upaya-upaya bagi konsumen untuk melindungi hak-haknya. Selain Undang-Undang Perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga merupakan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen dalam bidang keuangan.

Maraknya perjanjian baku yang digunakan dalam hubungan bisnis oleh pelaku usaha seringkali meresahkan pihak konsumen. Hal tersebut dikarenakan hak-hak konsumen cenderung diabaikan oleh pelaku usaha.. Meskipun telah adanya peraturan mengenai batasan-batasan yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu klausula baku, pelaku usaha seringkali tetap mengabaikan akan hal itu, seperti contohnya yang terdapat dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance pada Pasal 3 angka 3.
Pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang klausulnya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam perjanjian menimbulkan suatu kerugian bagi pihak konsumen. Kerugian yang ditimbulkan yaitu perubahan sewaktu-waktu mengenai suku bunga dan cara perhitungannya secara sepihak yang sama sekali tidak melibatkan konsumen. Pihak konsumen yang merasa dirugikan mengenai perjanjian baku yang klausulnya bertentangan dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku dapat mengajukan upaya hukum dengan cara menyelesaikan sengketanya baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha yang berperan penting bukan hanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) namun Otoritas Jasa Keungan (OJK) juga berperan penting karena perjanjian baku yang digunakan melibatkan pelaku usaha jasa keuangan yaitu perusahaan pembiayaan BCA Finance.
Peraturan yang mengatur mengenai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha telah tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.
Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa yaitu pada Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan”.
Upaya hukum yang dilakukan melalui jalur non litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan pilihan pertama yang diambil oleh para pihak yang bersengketa karena para pihak cenderung berharap dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam arti yang sebenarnya secara efektif dan efisien (Irawan 2010). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang menuatakan bahwa:
“Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.


Pengertian mengenai konsultasi menurut Black’s Law Dictionary yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berbunyi :
“Konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat atau pendapat kepada seseorang (seperti yang dilakukan oleh penasihat hukum)” (Irawan 2010).

Alternatif penyelesaian sengketa yang kedua yaitu negosiasi, pengertian mengenai negosiasi menurut Fisher dan Ury yaitu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda (Mamudji 2004).
Apabila konsultasi dan negosiasi tidak menimbulkan suatu kesepakatan dalam mengakhiri sengketa maka kelanjutan dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui mediasi. Pengertian mengenai mediasi menurut  pendapat Moore C.W dalam naskah akademis menyatakan bahwa :
“Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan Peraturan Mahkamah Agung salahan yang disengketakan” (Susanti 2007).
Pada proses mediasi keinginan para pihak merupakan faktor penentu dalam berjalannya suatu mediasi. Pemeran yang paling penting dalam proses mediasi yaitu adanya mediator yang berfungsi sebagai penengah dan hanya bertugas untuk memberikan saran atas pemecahan masalah namun tidak diperkenankan untuk memaksa para pihak untuk menaati dan mengikuti apa yang telah disarankan oleh mediator (Sembiring 2011).
Ketika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan maka para pihak dapat melanjutkannya ke perkara pengadilan yang dilakukan dengan cara :
a.  Pengajuan gugatan secara perdata yang diselesaikan menurut instrument hukum perdata dan dapat digunakan prosedur gugatan perdata konvensional, gugatan perwakilan/ gugatan kelompok (class action), hak gugat LSM (Legal standing) dan gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait;
b.  Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana; dan

c.  Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrument hukum tata usaha negara, dan melalui mekanisme hukum hak menguji materiil (Adi 2011).

Upaya hukum melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan berdasarkan hukum perdata dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut  (Rasyid and Herinawati 2015) :
1. Upaya Hukum biasa, yang bersifat untuk menghentikan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa terdiri dari 3 jenis yaitu:
a. Perlawanan (Verzet), yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tanpa kehadiran dari pihak tergugat (Putusan Verstek). Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. 153 Rbg. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan untuk pihak tergugat yang dikalahkan.

b. Banding, yang dilakukan apabila salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa bahwa hak-haknya terserang akibat adanya putusan itu. Dalam pengajuan banding yang berhak mengajukan adalah pihak yang dikalahkan.
c. Kasasi, adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan pengadilan terdahulu. 

2. Upaya hukum luar biasa, ketika suatu putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka tidak dapat diselesaikan kembali menggunakan upaya hukum biasa. Untuk putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum istimewa. Namun, upaya hukum istimewa ini hanya diperbolehkan dalam hal tertentu yang telah tertuang dalam Undang-Undang saja termasuk upaya hukum luar biasa yang terdiri dari :
a. Peninjauan kembali, yang merupakan suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berfungsi untuk membatalkannya.

b. Perlawanan pihak ketiga (derdenverzet), adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang semula tidak ada sangkut pautnya terhadap perkara namun perkara tersebut telah merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus melakukan perlawanan secara tertulis maupun secara lisan.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka upaya hukum yang ditempuh oleh konsumen terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance mengenai suku bunga dan cara perhitungannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Salah satu contoh kasus yang sama mengenai klausula baku tentang perubahan suku bunga juga pernah dialami oleh konsumen bernama An. Komarudin Cik Aman yang telah masuk pada perkara pengadilan pada tingkat pertama. An. Komarudin Cik Aman memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menggugat lawannya yaitu PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Lubuklinggau, Cabang Palembang dalam pokok perkara bahwa tergugat telah menaikkan suku bunga secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada penggugat dan melakukan perbuatan secara tidak prosedural. 
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman klausula baku pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tentang perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur dalam menangani sengketanya dapat ditempuh baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
Saran

Berdasarkan analisis diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pelaku usaha ketika membuat suatu perjanjian baku tidak hanya mementingkan kedudukannya saja tetapi kedudukan konsumen juga harus terpenuhi di dalamnya, serta lebih memperhatikan larangan-larangan dalam pencantuman klausula baku yang telah tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan agar kedudukan para pihak menjadi seimbang.
2. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih mengawasi perjanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasa keuangan agar terciptanya suatu keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. 
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